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ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah ditetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo

Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan

dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu

dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah, yang meliputi penambahan ketentuan definisi, penambahan

jenis perolehan barang milik daerah yang sah, wewenang bupati, perencanaan

kebutuhan barang milik daerah, dokumen penetapan status penggunaan barang

milik daerah, ketentuan pemanfaatan termasuk sewa, kerja sama pemanfaatan

(KSP), bangunan serah guna/bangunan guna serah (BGS/BSG), penatausahaan

dokumen bukti kepemilikan barang milik daerah, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian, pemindahtanganan termasuk penjualan kendaraan perorangan dinas,

tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, penghapusan, hingga

pengawasan dan pengendalian.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2025.

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah.
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